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1. Sesuai dasar negara dan konstitusi, negara Indonesia bukan 
negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, aspirasi masyarakat 
Indonesia yang religius, termasuk di dalamnya umat Islam yang 
merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, hendaknya 
tercermin dan menjadi semangat, roh, pedoman, dan isi hukum 
nasional, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 
menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu 
kesatuan dengan UUD 1945.  

2. Hukum nasional dalam perspektif hukum Islam hendaknya 
mampu melindungi dan menjaga agama, akal pikiran, jiwa, 
keturunan, dan harta benda seluruh rakyat Indonesia.  Seiring 
dengan itu, tujuan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatan. 

3. Pembentukan hukum nasional(taqnin)  harus memenuhi tiga 
persyaratan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya, 
hukum nasional harus sesuai dan sebagai pelaksanaan dasar 
negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 (aspek filosofis), 
harus sesuai dengan aspirasi, tradisi dan budaya hukum 
masyarakat (aspek sosiologis), dan harus sesuai dengan tata cara 



dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan 
(aspek yuridis).  

4. Umat Islam Indonesia merupakan bagian terbesar masyarakat 
Indonesia dan mempunyai sistem hukum Islam (mencakup 
struktur/kelembagaan, aparatur, dan budaya/tradisi hukum) 
dalam berbagai bidang kehidupan yang telah dianut dan 
dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam sejak ratusan tahun 
yang lalu. Praktik hukum Islam tersebut telah mampu 
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang 
tertib, damai, dan menjunjung tinggi HAM serta terlindunginya 
agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda masyarakat 
Indonesia. 

5. Oleh karena tanah Nusantara dahulu pernah dijajah bangsa 
kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis, dan kini Indonesia 
merdeka berada di tengah-tengah era globalisasi dengan berbagai 
paham dan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas 
serta dominasi kekuatan dunia unilateral yang sering 
memaksakan kehendaknya sendiri, sebagian hukum nasional kita 
masih mengacu kepada nilai, pandangan hidup, dan budaya 
bangsa-bangsa kolonial (Barat) yang tidak sesuai bahkan 
bertentangan dengan dasar negara Pancasila, hukum dasar UUD 
1945, dan ajaran Islam.  

6. Cukup banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang 
membatalkan bagian dari UU atau sebuah UU secara keseluruhan 
membuktikan bahwa masih banyak UU di Indonesia yang 
bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena di dalam 
konstitusi terdapat Pancasila maka berarti bertentangan pula 
dengan Pancasila. Selanjutnya oleh karena Pancasila memuat 
nilai-nilai ajaran Islam maka sejatinya UU atau bagian dari UU 
yng dibatalkan MK tersebut juga bertentangan dengan ajaran 
Islam. 



7. Sampai saat ini sebagian hukum Islam dipraktikkan umat Islam 
telah diadopsi dan menjadi bagian hukum nasional. Sebagian 
hukum Islam lainnya masih hanya berlaku dalam lapisan-lapisan 
masyarakat Islam saja dan belum diadopsi ke dalam hukum 
nasional. Kondisi terakhir ini hendaknya tidak dibiarkan terus 
seperti ini, tetapi hendaknya dilaksanakan agenda penyerapan 
hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional. Kita bersama 
meyakini, apabila praktik dan aspirasi umat Islam tersebut 
dipenuhi oleh negara maka dapat diwujudkan tatanan kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tenteram, 
damai, dan tertib karena sesuai dengan pandangan hidup, praktik 
dan budaya serta tradisi hukum Islam dari umat Islam Indonesia.  

8. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-
undangan (legislasi/taqnin), baik dari tingkat tertinggi, yakni 
UUD 1945 maupun UU dan peraturan di bawah UU, selain 
mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, hendaknya juga 
mengacu kepada nilai-nilai, semangat, roh, dan 
isi/substansi/materi hukum Islam.  

9. Atas dasar itu semua, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-
Indonesia ke-5 mendorong dan mendukung lembaga-lembaga 
pembentuk peraturan (pemerintah dan lembaga perwakilan, baik 
pusat maupun daerah) agar proses legislasi (taqnin) menyerap 
aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari 
penduduk Indonesia. Di sisi lain, proses legislasi tersebut tidak 
boleh bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan sistem 
hukum Islam yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sehari-
hari. Kedua hal ini hendaknya ditunaikan pemerintah dan 
lembaga perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 1945. 

10. Menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen serta tokoh-
tokoh umat Islam untuk memberikan dukungan dan partisipasi 



dalam ikhtiar dan proses penyerapan hukum Islam ke dalam 
hukum nasional oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan, 
baik di tingkat pusat maupun daerah.  

11. Agar penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat 
ditunaikan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan 
MUI mengadvokasi penyusunan Rancangan Undang-undang 
dan aturan perundangan lainnya. 

 
DASAR PENETAPAN: 

1. Ayat-ayat al-Quran sbb: 

يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ أاطِيعُواْ اللّها واأاطِيعُواْ الرَّسُولا واأوُْلِ الأامْرِ مِنكُمْ فاإِن ت اناازاعْتُمْ فِ ﴿
ولِ رِن ُ نتُمْ تُ ْ مِنُونا ِ للّهِ   إِ ف ارُُِّوَُ رِسا اللّهِ واالرَّس              ُ ُْ ٌْ  ش              ا واالْي اوْمِ الآخِرِ ذال ِ  ا خا

 ﴾واأاحْسانُ تَاْوِيلا 
Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” (QS. Al-Nisa’ [4]:59).  
 

ناكُمْ أاهَّ و اعْ ُ  ا رِهَّ اللّها واها ﴿ ن ان اا واَ اي ْ وااإ َ اي ْ وِ س              ا اْ الْكِت ااتِ ت اع االاوْاْ رِسا  اةا  ا ْ ْ ْْ يَا أا قُ 
ُِونِ اللّهِ فاإِن ت اوالَّوْاْ ف اقُولُواْ اشْهاُ واْ   وُشْركِا َهِِ شايْئاا واها ي اتَّخِذا َ اعْضُناا َ اعْضاا أارْ ا ا مهِن 

 ﴾سْةُِ ونا بِاِنََّّ مُ 
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, 
bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 
dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 
yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka 



katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-
orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran [3]:64) 
 

ِْ واتاكْتُُ وا الْاْقَّ واأاوْ تُمْ ت اعْةاُ ونا   ت اةِْ سُواواها  ﴿  ﴾الْاْقَّ ِ لْ ااطِ
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu 
mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah[2]: 42) 
 

رُِ مْ أانْ ﴿ ِِيَا مِنْ  ُْْراُِوُ مْ  اَْ  ينِ وا ال     هِ اتةُِوُ مْ فِ  يُ ق    ا اَْ  ذِينا  ال    َّ ُ عانِ  اُ مُ اللَّّ ي ان ْه    ا ها 
َِ ا   ُِْقُّ الُْ قْس        ِ َوُا رلِايْهِمْ رِنَّ اللَّّا  مْ واتُ قْس        ِ ُ عانِ الَّذِينا  8تابَاُّوُْ ( رِنََّّاا ي ان ْهااُ مُ اللَّّ

رُوا عاةاإ رِخْراااِكُمْ أانْ ت اوالَّوُْْمْ وامانْ ق  اات اةُوُ مْ فِ ال   اْ رُِ مْ واظ  اا ِِيَا ينِ واأاخْرااُوُ مْ مِنْ   هِ
مُ الظَّالُِ ونا  ُْ مُْ فاأُولائِ ا   ﴾ي ات اوالََّّ

”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 
(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang 
kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu 
karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang 
lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai 
kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(Q.S. Al-
mumtahanah: 8-9) 
 

مُُ ا ِْاٌاُ  مِنْ ﴿ ولهُُ أامْراا أانْ ياكُونا لَّا ُ واراس         ُ إ اللَّّ واماا  اانا لُِ ْ مِنِ واها مُْ مِناوِ رِذاا قاض         ا
ها مُِ يناا َّْ ضالا مْ وامانْ ي اعْصِ اللَّّا واراسُولاهُ ف اقاْ  ضا  ﴾أامْرِِْ

 “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (Q.S. Al-Ahzab[33]:36) 
 



ِْ اللَِّّ رِنْ ي اتَِّ عُونا رِهَّ الظَّنَّ وارِنْ ﴿ ِ ي ةُّوكا عانْ س     ا َِعْ أاْ ث ارا مانْ فِ الْأارْضِ يُض     ِ وارِنْ تُ
اْْرُصُونا  مْ رِهَّ  ُْ﴾ 

 “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi 
ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak 
lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain 
hanyalah berdusta (terhadap Allah)”.Q.S. Al-An’am [6] :116  

 

2. Hadis-hadis Nabi sbb: 

أبى ْرير  رض إ   عنه قال رس ول   ص ةإ   عةيه وس ةملم لاوس ة ون عةإ  عن 
 شروطهمل  رواَ أَو ِاوِ والْا م(

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka” (HR. Abu Daud dan al-
Hakim). 
 

عن اَن ع اس رض    إ   عنه قال رس    ول   ص    ةإ   عةيه وس    ةملم ل ْ ش    ر   
 ليس فى  تات   فهو  طْ ورن  ان مائو شر ل  رواَ الَبَاني وال زار(

Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah SAW bersabda: "setiap syarat yang 
tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat" 
(HR. At Thabrani dan Al Bazzar) 
 

3. Pendapat Para Ulama sbb: 

ه، ورذا و ارذا و  اق ااق بمستحق واق، ورذا و ااق الإمام َوااق تَ   واوَ
بجائز رن  اوت فيه مصةحو عامو  ترك شرت ال خان واق  قول الشيخ وووي 

 ال نتني( 
“Jika pemerintah mewajibkan perkara yang hukumnya secara syar’i 
wajib, maka perkara tersebut menjadi semakin wajib. Jika mewajibkan 
perkara yang sunnah maka hukumnya wajib, dan jika mewajibkan 



perkara mubah jika ada kemaslahatan seperti melarang merokok maka 
hukumnya wajib” 
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